
 
 
 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PER.06/MEN/ IV /2011 
TENTANG 

STANDAR PELAYANAN MINIMUM 
BALAI BESAR PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BEKASI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 
pelayanan serta untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum dan Ketentuan Pasal 3 huruf e dan Pasal 8 Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan 
Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan 
Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan 
Standar Pelayanan Minimun Balai Besar Pengembangan Latihan 
Kerja Luar Negeri Bekasi; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4502); 
 

  4. 
 
 
 
 

5. 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem 
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4637); 
 
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 
 

  6. 
 
 
 

7. 
 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan 
Angka Kreditnya; 
 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 
225/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
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8. 
 
 

Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.16/MEN/V/2006; 
 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.06/MEN/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.16/MEN/VII/2007; 
 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang 
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan  dan 
Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan 
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 
 

  10. 
 
 
 

11. 
 
 
 

12. 
 
 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan 
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja; 
 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; 
 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan 
Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri; 
 

  13. 
 
 
 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  
PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di 
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 339); 
 

  14. 
 
 
 

15. 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  
PER.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  
PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR 
PENGEMBANGAN LATIHAN KERJA LUAR NEGERI BEKASI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
 
1. Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi 

teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh Balai Besar 
Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi kepada masyarakat. 

 
2. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 
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